BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Program Toko Tani Indonesia Center (TTIC) merupakan program
ketahanan pangan dari pemerintah pusat yaitu dari Kementerian Pertanian Republik
Indonesia. Pemerintah Sumatera Barat ikut mereplikasikan program ini dengan
penanggung jawab Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dan pelaksana UPTD
Distribusi Pasoakn dan Akses Pangan. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat
memotong rantai distribusi pangan sehingga memudahkan masyarakat dalam
mengakses bahan pangan murah, terwujudnya stabilitas harga pangan, dan

terjaminnya harga yang layak bagi petani/Gapoktan sebagai produsen.

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas yang
dikaitkan dengan model implementasi kebijakan oleh VVan Meter VVan Horn, maka
dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Toko Tani Indonesia Center
(TTIC) di Provinsi Sumatera Barat pada masa pandemi Covid-19 oleh Dinas
Pangan Provinsi Sumatera Barat, khususnya oleh UPTD Distribusi Pasokan dan
Akses Pangan sudah berjalan dengan cukup baik tetapi belum optimal. Hal ini
dikarenakan masih terdapat beberapa kendala atau masalah yang dihadapi dalam
pengimplementasian program ini sehingga Kinerja kebijakan masih rendah.
Rendahnya kinerja Program TTIC disebabkan oleh beberapa faktor berdasarkan
enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter

dan VVan Horn.
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Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pelaksanaan distribusi pangan
murah yang dilakukan melalui Toko Tani Indonesia Center (TTIC) ke daerah-
daerah Kab/Kota di Sumatera Barat terkendala. Pelaksanaan Gelar Pangan Murah
(GPM) menimbulkan kerumunan sehingga tidak memungkin dilaksanakan saat
adanya Covid-19, sehingga dengan adanya kebijakan pelarangan kerumunan oleh
Pemerintah Daerah TTIC tidak dapat menjangkau daerah-daerah untuk
melaksanakan bazar pangan murah walaupun masyarakat membutuhkan pangan

murah ditengah terjadinya pandemi Covid-19.

Kendala lainnya yaitu UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan masih
kekurangan SDM dalam segi kuantitas dan kualitas. Sehingga pelaksanaan yang
dilakukan oleh implementor masih kurang efektif yang menyebabkan kendala yang
mempengaruhi keberhasilan implementasi Program Toko Tani Indonesia Center
(TTIC). Selain itu, walaupun sumber dana Program TTIC meningkat dengan
adanya pandemi Covid-19, tetapi UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan
masih kekurangan dana dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang juga
menyebabkan kendala dalam pemenuhan sarana prasarana terutama mobil untuk
distribusi bahan pangan. Serta belum adanya sarana IT dalam system pengelolaan

dan pencatatan barang yang efektif dan efesien

Hal lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan Program Program Toko Tani
Indonesia Center (TTIC) Sumatera Barat, struktur birokrasi UPTD Distribusi
Pasokan dan Akses Pangan yang seharusnya memiliki unit pengelola TTIC dibah

UPTD seperti yang diatur dalam Pergub No. 23 Tahun 2020 Tentang TTIC, tetapi
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tidak ada. Hal ini dikarenakan kendala SDM dan dana yang tidak mencukupi seperti
yang peneliti jelaskan sebelumnya. Sehingga pelaksanan TTIC dilakukan oleh
struktur organisasi UPTD DPAP, tetapi hal ini tidak berpengaruhi signifikan,
karena dengan struktur organisasi UPTD DPAP dapat mengkoordinir pelaksanaan

TTIC.

Dan kendala terakhir terkait kondisi sosial petani masih belum mendukung
pelaksanaan TTIC. Kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi petani dan budaya
berhutang kepada tengkulak menyebabkan Gapoktan yang telah meanadatangani
Perjanjian Kerjasama (PKS) tidak memasok ke TTIC. Sehingga tentunya ini
mempengaruhi Kinerja kebijakan dalam mewujudkan tujuan pemotongan rantai

distribusi, dan mewujudkan harga layak kepada petani.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti uraikan di
atas, maka dapat diberikan saran saran yang diharapkan dapat membawa
pelaksanaan tugas UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan selaku
implementor program TTIC di Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pangan Provinsi
Sumatera Barat sebagai leading sector program ini kearah yang lebih baik dan

optimal dalam pelaksanaan Program TTIC, saran-saran tersebut antara lain:

1. UPTD DPAP harus mencoba memperbaruhi dokumen perjanjian kerjasama
dan memberikan kejelasan waktu pembayaran kepada pemasok dengan adil

dan memberika perlakuan yang sama.
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2. Melakukan pembentukan unit atau tim pengelola TTIC dibawah UPTD
Distribusi Pasokan dan Akses Pangan sesuai dengan yang ditetapkan
Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2020 Tentang TTIC agar pelaksanaan
lebih efektif.

3. Melakukan koordinasi dengan Lurah di Kota Padang terkait pelaksanaan
bazar keliling agar jadwal/lokasi bazar keliling lebih banyak dan
terkoordinir dengan informasi kelurahan yang disampaikan kepada
masyarakatnya, sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih banyak
dan beragam, serta bahan pangan yang distok dapat terjual lebih banyak dan
lebih cepat dan menguntungkan pemasok terutama Gapoktan/petani.

4. Untuk kekurangan kualitas dan kuantitas SDM di UPTD DPAP bisa
dilakukan dengan membuka rekuitmen tenaga kerja dan pegawai dengan
penyeleksian yang lebih ketat lagi dan sesuai dengan latar belakang keahlian
atau bidang yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di UPTD DPAP, yaitu
mengedepankan the right man in the right place. Sedangkan untuk kualitas
staf ASN dapat mengajukan rolling dan penambahan staf ke Kepala Dinas
agar SDM vyang bekerja di UPTD DPAP lebih baik lagi dalam
melaksanakan tugas dan kreatif karena pelaksanaan program TTIC yang
sangat banyak menuntut keahlian lebih.

5. Untuk pembuatan aplikasi TTIC dan sistem pengelolaan barang agar
pelaksanaan program TTIC lebih efektif dan efesien, jika tidak memiliki
SDM berkeahlian IT, dapat mencoba bekerjasama dengan Diskominfo

Provinsi Sumatera Barat.
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6. Dinas ketahanan pangan daerah Kab/Kota agar dapat segera mereplikasi
program TTIC di daerah masing-masing. Ataupun jika bermasalah dengan
dana untuk pelaksanaan TTIC di daerah agar mencoba mengajukan program

pada saat pembuatan RPJMD atau RKPD selanjutnya
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